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BAB 7
PENUTUP
7.1.Kesimpulan

Berangkat dari uraian yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, mekanisme hakim dalam mempertimbangkan fakta-fakta
persidangan perkara permohonan dispensasi kawin anak hamil dilakukan melalui 3
(tiga) tahapan, yaitu tahap hakim mengidentifikasi dan menggali fakta-fakta umum
dari permohonan yang diajukan kepadanya, tahap membuktikan fakta-fakta yang
telah teridentifikasi menggunakan metode pembuktian perdata dan pengambilan
keterangan pihak-pihak terkait di depan persidangan, dan tahap memilih fakta-fakta
relevan. Fakta-fakta relevan yang dipertimbangkan oleh hakim tersebut dapat
dikategorikan menjadi 3 (tiga) jenis fakta, yaitu fakta formil administratif, fakta
materiil substantif, dan fakta pelengkap komplementer. Seluruh hakim
mempertimbangkan fakta-fakta formil administratif dalam penetapannya. Namun,
fakta ini lebih sekadar memenuhi aturan formal saja, tidak terkait dengan substansi
perkara. Fakta-fakta relevan yang dipertimbangkan oleh hakim dan diberikan
perhatian secara tinggi dan mendalam adalah fakta-fakta terkait substansi perkara
permohonan dispensasi kawin anak hamil. Seluruh hakim mempertimbangkan
fakta jenis ini. Perbedaan cara hakim menilai dan mempertimbangkan fakta ini
mengakibatkan terjadinya perbedaan dalam keputusan akhir hakim.

Kedua, asas-asas yang diterapkan dan dipegang oleh hakim dalam
mengadili perkara dispensasi kawin anak hamil dapat dikelompokkan pada dua,
yaitu asas-asas prosedural formal dan asas-asas substansial. Asas-asas prosedural
formal memegang peranan penting sebagai rambu-rambu yang mengarahkan
jalannya proses hukum agar sesuai dengan due process of law. Sementara asas-asas
substansial terimplementasi sebagai asas untuk melindungi anak sebagai subjek
hukum utama dalam perkara, mencegah legalisasi pemaksaan atau kekerasan
terhadap anak, menghindari formalisme yang merugikan keadilan, dan sebagai
penyeimbang dalam kondisi darurat dan mendesak. Adapun Logika-logika yang

digunakan oleh hakim dalam menganalisis keterhubungan antara asas dan fakta
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adalah logika deduktif, induktif, sirkular, dan hierarki yang digunakan secara
konsisten oleh hakim dalam mempertimbangkan fakta.

Ketiga, rasionalisasi hakim dalam memutus perkara permohonan
dispensasi kawin dipengaruhi kecenderungan hakim terhadap suatu model aliran
penalaran. Akan tetapi, meskipun hakim berbeda dalam pendekatan penalaran
hukum yang digunakannya, akan tetapi seluruhnya memiliki titik temu yaitu
keputusan hakim dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin anak
hamil senantiasa mempertimbangkan aspek perlindungan anak meskipun berbeda
dalam merumuskan bagaimana model perlindungannya, menjelaskan makna alasan
mendesak untuk menikahkan anak yang diajukan oleh Pemohon, harapan
berdampak pada menjaga tatanan keluarga dan sosial lewat keputusannya, dan
mewujudkan keputusan yang memiliki rasa keadilan secara substansial, tidak
terikat pada keadilan prosedural. Selain itu, rasionalisasi hakim selalu bernuansakan
normatif, perlindungan, dan responsif. Normatif bermakna bahwa hakim selalu
melandaskan aktifitas penalarannya kepada norma, baik norma hukum positif
maupun norma agama. Bernalar normatif selalu hadir dalam aktifitas penalaran
hakim, karena hakim harus melandaskan aktivitas bernalarnya pada norma yang ia
pegang. Perlindungan berarti bahwa hakim menjadikan pemeliharaan terhadap
kaum rentan (dalam hal ini anak hamil, janin, atau keluarga) sebagai orientasi
bernalar, tujuan dalam mengadili, serta dampak yang diinginkan dari keputusannya.
Responsif artinya penalaran hakim menyesuaikan kepada konteks dan dinamika
sosial dari fakta-fakta yang ditemukannya serta hukum yang digunakannya. la
menjadi cara hakim beradaptasi terhadap fakta, hukum, dan konteks yang ada.

Berangkat dari temuan-temuan di atas, maka penelitian ini berkesimpulan
bahwa sebenarnya penalaran hukum hakim dalam memutus perkara permohonan
dispensasi kawin anak hamil adalah penalaran atau rasionalitas relasional berbasis
kemanusiaan yaitu suatu model penalaran atau rasionalitas yang bertujuan untuk
memberikan perlindungan kepada anak melalui pemeliharaan terhadap personal
anak sebagai manusia dan pengembangan relasi anak dalam keluarga dan

masyarakat.
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7.2.Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka penelitian ini

mencoba untuk merekomendasikan hal-hal berikut yaitu

1.

Mendorong agar kehadiran ahli, seperti psikolog, dokter, pekerja sosial, dan
pendamping anak, menjadi kewajiban dalam setiap pemeriksaan dispensasi
kawin anak hamil. Hal ini akan memperkuat dasar pertimbangan hakim dan
memberikan gambaran komprehensif terhadap kesiapan anak untuk
menikah.

Karakter perkara voluntair dalam dispensasi kawin menempatkan pemohon
sebagai satu-satunya pihak. Namun, temuan menunjukkan bahwa kondisi
ini berisiko mereduksi dimensi kritis terhadap permohonan. Oleh karena itu,
perlu direkomendasikan agar pengadilan membentuk mekanisme
partisipatif yang memungkinkan suara anak lebih berdaya, bukan sekadar
pelengkap administratif. Dalam hal ini, penting menjadikan kehadiran
pendamping anak sebagai kewajiban dalam pemeriksaan perkara
permohonan dispensasi kawin anak hamil.

Mendorong agar pihak-pihak terkait seperti bagian dari pemerintahan yang
bertanggung jawab soal pendidikan anak (dinas pendidikan dan sekolah),
perlindungan anak (dinas sosial atau yang mengurus bidang perlindungan
anak), dinas ketenagakerjaan, dan pemerintah desa tempat domisili anak
ikut diperiksa dan dihadirkan di persidangan. Tujuannya agar pihak-pihak
tersebut dapat didengarkan pendapat dan diminta pertanggung jawabannya
terkait kondisi anak dan masa depan anak. Keterangan dan komitmen pihak-
pihak tersebut dapat membantu hakim untuk memberikan keputusan yang
lebih memihak anak dan terbaik bagi anak.

Temuan bahwa pemaknaan kehamilan sebagai alasan mendesak rawan
dinormalisasi secara sosial dan hukum, maka penelitian ini mendorong
disusunnya rekomendasi untuk melibatkan LSM, organisasi perempuan dan
anak dalam proses legislasi dan pembuatan regulasi terkait dispensasi
kawin. Hal ini penting untuk menjamin bahwa regulasi benar-benar berakar

dari perspektif perlindungan anak.
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5. Mendorong Mahkamah Agung untuk memperbanyak kegiatan bimbingan
dan sertifikasi hakim anak agar dapat menghasilkan hakim-hakim yang
lebih mengerti persfektif anak, sehingga dapat menghasilkan keputusan
yang lebih meningkat lagi didasarkan pada pemahaman holistik terhadap
aspek psikologis, medis, dan sosial anak.

6. Mendorong hakim-hakim agar menjadikan pendekatan maqashid syariah
khususnya yang berkaitan dengan anak terintegrasi ke dalam keputusannya,
sehingga dapat memberikan argumentasi yang lebih maqashidi dan sesuai
dengan tujuan syariah Islam.

7. Mendorong pemerintah agar melakukan penyuluhan kepada sekolah-
sekolah dan masyarakat mengenai bahaya dampak perkawinan usia anak
serta efek kehamilan dalam usia anak, dengan melibatkan setiap stake
holder, termasuk hakim di Pengadilan.

8. Penelitian ini menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan asas-asas dalam
mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, tetapi belum ada standar
baku yang digunakan secara konsisten oleh seluruh hakim. Oleh karena itu,
penting untuk merekomendasikan penyusunan pedoman nasional yang
menstandarkan model penerapan asas-asas dalam mengadili perkara
dispensasi  kawin, agar disparitas putusan dapat diminimalisir dan
akuntabilitas hukum tetap terjaga.

9. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa frasa “alasan sangat mendesak”
dalam Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 sering dimaknai secara sempit dan
bias terhadap kondisi kehamilan. Oleh karena itu, disarankan agar
pemerintah dan DPR sebagai pembuat undang-undang meninjau ulang frasa
ini agar tidak menjadi ruang bias normatif dan tetap berpihak pada
kepentingan terbaik bagi anak. Kepada Pemerintah juga direkomendasikan
untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah mengenai dispensasi
kawin.

7.3.Implikasi
Berangkat dari uraian di atas, implikasi dari penelitian ini adalah

memberikan kontribusi penting dalam pengayaan teori penalaran hukum hakim
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dalam konteks model-model penalaran hukum khususnya dalam mengadili perkara
berkaitan dengan anak. Temuan ini memperluas horizon pemahaman tentang
bagaimana hakim membentuk putusan yang bukan hanya berdasar pada norma
tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai, intuisi moral, pengalaman, dan
pertimbangan multidimensional. Dengan demikian, penelitian ini menantang
narasi lama bahwa hakim sekadar "corong undang-undang" dan justru
memperlihatkan hakim sebagai subjek bernalar yang otonom dan kompleks dalam
merumuskan keadilan.

Dari sisi praktis, penelitian ini memberikan implikasi bahwa hakim
menggunakan pendekatan berbeda-beda terhadap kondisi anak hamil sebagai
alasan permohonan dispensasi kawin menandakan adanya celah dalam konsistensi
dan perlindungan hukum anak. Implikasi praktis dari hal ini adalah perlunya
reformulasi tata laksana pemeriksaan dispensasi kawin, baik dalam bentuk
penguatan Perma No. 5 Tahun 2019 maupun melalui pelatihan hakim yang lebih
spesifik dan sensitif terhadap isu perlindungan anak. Hal ini mencerminkan bahwa
proses peradilan tidak dapat bersandar hanya pada prosedur formal, tetapi perlu
dikembangkan ke arah prosedur yang lebih reflektif, empatik, dan partisipatif.
Penerapan asas perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak dalam
keputusan yang diberikan oleh hakim, harus dijadikan pijakan agar ke depan proses
peradilan perkara dispensasi kawin anak hamil menjadi lebih baik lagi dan
menghasilkan keputusan yang melindungan anak serta memberikan yang terbaik
bagi anak.

Dari aspek sosial, penelitian ini mengajak pemangku kepentingan untuk
memikirkan ulang cara pandang terhadap anak, peran orang tua, serta tanggung
jawab negara dalam menciptakan ruang aman bagi tumbuh kembang anak.

7.4.Keterbatasan Studi

Penelitian ini berusaha untuk menelusuri dan memahami penalaran hukum
hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin anak hamil secara
mendalam dan reflektif. Namun, sebagaimana lazim dalam sebuah studi ilmiah,
terdapat beberapa keterbatasan yang perlu disadari sebagai ruang untuk

penyempurnaan dan pengembangan lebih lanjut.
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Pertama, penelitian ini menitikberatkan perhatian pada dimensi internal
hakim, dengan fokus utama pada proses penalaran hukum dalam putusan
permohonan dispensasi kawin anak hamil. Fokus ini mengakibatkan belum
tergalinya secara menyeluruh aspek eksternal yang turut mempengaruhi cara
berpikir hakim, seperti tekanan sosial budaya, intervensi pihak keluarga, atau
bahkan sistem kelembagaan peradilan itu sendiri. Oleh karena itu, pengembangan
studi dengan pendekatan sosial-hukum atau sosiologi hukum akan menjadi
pelengkap yang signifikan untuk menghubungkan dinamika putusan dengan
realitas sosial yang lebih luas.

Kedua, penelitian ini belum mengadopsi pendekatan partisipatif dari
perspektif anak sebagai subjek hukum. Padahal, isu dispensasi kawin anak secara
langsung menyangkut kehidupan, masa depan, dan hak-hak anak. Dalam studi ini,
suara anak belum dijadikan data utama dalam proses analisis, sehingga belum
diperoleh pemahaman yang utuh mengenai bagaimana anak melihat, mengalami,
dan menilai proses hukum yang menimpa dirinya. Studi lanjutan diharapkan dapat
menghadirkan anak sebagai subjek partisipatif yang setara dalam konstruksi
keadilan hukum.

Ketiga, penelitian ini belum menggunakan data kuantitatif untuk
memperkuat kesimpulan. Meskipun metode kualitatif cukup memadai untuk
eksplorasi makna, namun ketiadaan data statistik (seperti jumlah perkara, pola
dikabulkan/ditolak, atau distribusi alasan hakim) menjadi kendala dalam
penyusunan pola general. Studi mendatang dapat mempertimbangkan
penggunaan pendekatan mixed-method untuk menjembatani antara kedalaman
temuan kualitatif dan keluasan data kuantitatif.

Keempat, penelitian ini belum menelusuri secara lengkap dampak dari
putusan hakim terhadap kehidupan anak yang dinikahkan melalui mekanisme
dispensasi kawin. Padahal, relevansi penalaran hukum hakim dapat diukur secara
lebih konkret apabila dikaitkan dengan efek jangka panjang dari keputusan yang
dijatuhkan. Studi lanjutan diharapkan dapat menelusuri dimensi dampak tersebut
sebagai bagian dari evaluasi normatif dan empiris terhadap kualitas keadilan

substantif.
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Meskipun memiliki keterbatasan-keterbatasan sebagaimana disebutkan di
atas, penelitian ini diharapkan tetap memberikan kontribusi bermakna dalam
pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam memahami secara
mendalam praktik dan dinamika penalaran hukum hakim di ruang persidangan

perkara dispensasi kawin anak hamil.
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